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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul 

Tingginya Angka Perceraian (Studi Pengadilan Agama Praya), dapat 

disimpulkan: 

1. Kajian hukum tingginya angka perceraian, berdasarkan sumber UU No 16 

Tahun 2019 dan kebijakan Inpres KHI. Hukum Islam Indonesia, adalah 

kumpulan Hukum Islam tentang peningkatan Perceraian di hadapan 

Pengadilan Agama Praya memberikan hak kepada suami atau istri untuk 

mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama persyaratan hukum dan 

peraturan Islam. berdasarkan perpisahan yang disebabkan oleh Fasakh, yang 

disebabkan oleh pelaku pertengkaran terus-menerus. Namun faktor lain yang 

disebabkan oleh ekonomi dalam Islam, jika suami telah menunaikan 

kewajibannya untuk mengurus dirinya sendiri, maka hal tersebut tidak 

dibenarkan dan bukan dijadikan sebagai alasan perceraian. 

2. Faktor penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Praya 

adalah karena beberapa factor seperti: Yang pertama adalah pertengkaran 

terus-menerus, yang kedua perceraian dengan partai, yang ketiga adalah 

ekonomi, yang keempat adalah kekerasan dalam rumah tangga, yang kelima 

adalah penjara, yang keenam adalah madat, yang ketujuh adalah poligami 

dan yang terakhir perjudian dimana yang ke-3 Faktor utama yang 

melatarbelakangi peningkatan tersebut dari tingkat perceraian adalah faktor 
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keuangan, pertengkaran terus-menerus dan fakta bahwa pihak kedua 

meninggalkan pihak lain tanpa izin. 

B. Saran 

Saran yang bisa peneliti lakukan: 

1. Pengadilan Agama Praya harus berfungsi untuk sarana pencarian hukum 

pasangan menikah kedepannya lebih berperan untukmasalah perceraian di 

Indonesia dengan memimpin sebagai mediator antara pasangan yang 

berkonflik dengan jumlah tersebut. perceraian di Indonesia karena 

kepentingan keluarga. 

2. Semoga suami istri lebih dewasa untuk mengatur urusan rumah tangga 

terhadap faktor yang mempengaruhi perpisahan, mengutamakan masa 

depan keluarga terutama anak agar tidak adanya kerusakan yaitu. 

mengurus kehidupan rumah tangga. dilandasi takwa kepada Allah SWT 

tanpa mengutamakan ego masing-masing dan menunggu ridho dan rahmat 

Allah SWT untuk mewujudkan kehidupan keluarga Sakinnah Mawwaddah 

Warrahmah. 
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